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ABSTRAK : bahwa barang milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang
merupakan beban bagi keuangan Negara; b.bahwa sehubungan dengan hal
tersebuthuruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi,
perlu di hapuskan dari daftarinventaris; c.bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan penjualan Lelang Barang Milik Negara
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; d.bahwa berdasarkan
pertimbangan huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang
Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2021.
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